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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Komunikasi Kebijakan Publik dalam Penyelenggaraan 
Reklame di Kota Sukabumi. Penelitian ini merupakan pengembangan variabel implementasi yang dikemukan oleh 
Van Metter & Van Horn, dengan difokuskan pada dimensi Komunikasi Kebijakan Publik. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Komunikasi Kebijakan Publik dalam 
Penyelenggaraan Reklame di Kota Sukabumi belum berjalan dengan baik atau belum maksimal. Hal tersebut 
terlihat dari masih ada pelanggar penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan Peraturan Derah Kota 
Sukabumi No 17 Tahun 2012 pada Bab III tentang Penyelenggaraan Reklame, yaitu terdapat 36 tiang reklame  
yang berdiri di tengah-tengah trotoar Kota Sukabumi. Selain itu, keterbatasan data-data dan kurangnya 
komunikasi merupakan faktor penghambat  keberhasilan Komunikasi Kebijakan Publik.  
 
Kata Kunci: Komunikasi Kebijakan, Penyelenggaraan Reklame 
 
Abstract  
This research aims to find out how public policy communication in the implementation of billboards in Sukabumi 
City.This research is a variable development implementation driven by Van Metter & Van Horn, focused on the 
dimensions of Public Policy Communication.The research method used is a descriptive qualitative method with data 
collection techniques including observation, interview, documentation, and literature studies.The results of this study 
show that Public Policy Communication in The Implementation of Billboards in Sukabumi City has not been running 
properly or has not been maximal.This is seen from the still there are violators of the organizing of billboards that do 
not comply with The Regulation of The Derah of Sukabumi City No. 17 of 2012 in Chapter III on the Implementation of 
Billboards, namely there are 36 billboard poles that stand in the middle of the sidewalk of Sukabumi City.In addition, 
data limitations and lack of communication are factors that hamper the success of Public Policy Communication. 
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PENDAHULUAN 
 Pengertian reklame sebagaimana yang 
disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota 
Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Ketentuan Umum Penyelenggaraan 
Perpajakan Daerah pada Bab I dan Pasal 1 
Reklame  merupakan benda, alat, perbuatan, 
atau media yang telah dirancang dengan 
tujuan komersial, memperkenalkan, 
menganjurkan, mempromosikan agar menarik 
perhatian umum.  
 Menurut Peraturan Daerah Kota 
Sukabumi Nomor  Nomor 17 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Reklame pada Bab 
III Bagian Kesatu Pasal 3, menyatakan bahwa 
setiap pemasangan Reklame di daerah Kota 
Sukabumi harus memperhatikan aspek tata 
ruang dan sosial budaya. Lokasi pemasangan 
Reklame meliputi dua aspek diantaranya yang 
pertama yaitu reklame yang berada di dalam 
sarana dan prasarana kota sebagai salah satu 
contoh yaitu reklame yang berdiri di sisi luar 
trotoar atau bahu jalan, dan yang kedua yaitu 
reklame yang berada di luar Sarana dan 
Prasarana Kota sebagai salah satu contoh 
adalah reklame yang terpasang menempel 
pada bangunan. Khusus produk rokok 
penyelenggaraan atau pemasangan Reklame 
dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  
 Penyelenggaraan atau pemasangan 
Reklame menurut Peraturan Daerah Kota 
Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012 Bab III pasal 
4 disyaratkan memiliki izin mendirikan 
bangunan dan dikenakan retribusi izin 
mendirikan bangunan sesuai dengan 
peraturan. Adapun jenis rekale menurut 
Peraturan Daerah Kota Sukabumi tersebut 
meliputi Bando, Megatron, Video Wall, Dinamic 
Wall, Neon Sign/Neon Box, Billboard, Midi 
Billboard dan Papan Petunjuk.  
 Selanjutnya lokasi penyelenggaraan 
atau pemasangan Reklame berdasarkan 
peraturan daerah Kota Sukabumi Nomor 17 
Tahun 2012 tersebut dapat dilakukan di tanah 
dan/atau bangunan milik pemerintah daerah, 
perorangan, atau badan yang disewakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, 
fasilitas sosial, dan ketertiban umum. Akan 
tetapi, pada kenyataannya dalam pelaksanaan 
penyelengggaraan atau pemasangan reklame 
yang dilakukan di Kota Sukabumi masih ada 
yang mengganggu fasilitas umum yaitu 
“Trotoar”, untuk itu masalah dalam penelitian 
ini adalah bagaimana Komunikasi Kebijakan 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dalam Penyelenggaraan 
Reklame di Kota Sukabumi.  
 Berikut adalah data penyelenggaraan 
reklame di Kota Sukabumi pada tahun 2019. 
Tabel 1. Data Penyelenggaraan Reklame Di Kota 
Sukabumi Pada Tahun 2019 
No Jenis Reklame Jumlah 
   
1 Papan Nama Toko 46 
2 Neon Box 109 
3 Billboard 70 
4 Poleseign 6 
5 Sign  Board/Road Sign 4 
6 Megatron/ Videotron 3 
7 Bando Jalan 8 
8 Baligo/spanduk 37 
9 Advertising Mobille 3 
10 Umbul-Umbul 85 
11 Vertikal Banner 51 
Jumlah  422 
Sumber: DPMPTSP 2020 
Berdasarkan tabel Jumlah data 
penyelenggaraan reklame dapat dilihat bahwa 
reklame yang terpasang di Kota Sukabumi 
adalah sebanyak 422 Reklame dan telah 
terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi.  
Berdasarkan observasi awal penelitian, 
penyelenggaraan/pemasangan reklame yang 
mengganggu fasilitas umum atau trotoar di 
Kota Sukabumi berasal dari jenis reklame 
Billboard dan Bando Jalan. Jumlah reklame 
yang telah melakukan pelanggaran dan 
mengganggu fasilitas umum atau trotoar 
adalah sebanyak 36 buah. Berikut adalah data 
pelanggaran reklame yang menggaggu fasilitas 
umum yang berupa trotoar berdasarkan 
temuan peneliti setelah berkeliling Kota 
Sukabumi :  
Tabel 2. Data Pelanggaran Reklame Yang 





Jl. Suryakencana 1 
Jl. R.E. Martadinata 8 
Jl. R.A Kosasih 5 
Jl. Siliwangi 1 
Jl. Pelabuhan II 2 
Jl. Letu Bakri 1 
Jl. A.R Hakim 3 
Jl. K.H Ahmad Sanusi 10 
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Jl. Jend Sudirman 1 
Jl. Veteran 1 




Menurut (Moleong, 2017) metode 
kualitatif adalah prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang diamati. Adapun jenis penelitian 
ini menurut eksplanasinya adalah penelitian 
deskriptif. Jenis penelitian ini kualitatif 
deskriptif yang dimaksudkan untuk 
mengetahui Komunikasi Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
dalam Kebijakan Penyelenggaraan reklame di 
Kota Sukabumi Selain itu, dengan penelitian 
kualitatif ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai acuan untuk memecahkan 
permasalahan yang di hadapi. 
Fokus penelitian ini untuk 
mendeskripsikan Komunikasi Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu dalam Kebijakan Penyelenggaraan 
reklame di Kota Sukabumi berdasarkan teori 
Van Metter & Van Horn.  
Dalam penelitian ini, yang menjadi unit 
penelitian adalah Dinas Penanaman Modal dan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 
Sukabumi, Badan Pengeloaan Keuangan 
Daerah (BPKD) Kota Sukabumi, Dinas 
Perhubungan (DISHUB) Kota Sukabumi, Dinas 
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota 
Sukabumi, penyelenggara atau pemasang 
reklame dan masyarakat. Penelitian kualitatif 
tidak menggunakan populasi sebagai sampel 
penelitian, tetapi oleh Spradley dinamakan 
“Social Situation” atau situasi sosial yang 
terdiri atas tiga elemen, yaitu : 1) tempat, 
2)pelaku, dan 3) aktivitas yang berinteraksi 
secara sinergis. Penelitian kualitatif berangkat 
dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial 
tertentu dan hasil kajiannya tidak akan 
diberlakukan pada populasi, tetapi ditransfer 
ke tempat lain pada situasi sosial dalam kasus 
yang dipelajari. Sampel dalam penelitian 
kualitatif tidak disebut responden melainkan 
narasumber, partisipan atau informan. 
Penentuan informan dalam penelitian ini 
menggunakan non-probabillity sampling 
dengan metode snowball sampling, yaitu teknik 
pengambilan sampel berdasarkan jumlah data 
yang awalnya sedikit kemudian lama-lama 
menjadi besar atau bersifat membesar seiring 
dengan berjalannya penelitian serta perlunya 
pendalaman informasi yang diperlukan dalam 
melengkapi data yang diperlukan. Sampel yang 
diambil tidak secara acak, akan tetapi 
ditentukan sendiri oleh peneliti dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data 
melalui observasi, wawanacara, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini berupa reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Komunikasi atau koordinasi merupakan 
mekanisme dan syarat utama dalam 
pembentukan kebijakan. Semakin baik 
komunikasi atau koordinasi diantara pihak-
pihak yang terlibat dalam proses implementasi 
kebijakan maka kemungkinan adanya 
kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi 
dan begitu pula sebaliknya. Menurut Edward 
III dalam buku (Kadji, 2015) bahwa 
implementasi kebijakan dapat berjalan dengan 
secara efektif, jika yang bertanggung jawab 
dalam proses implementasi kebijakan tersebut 
mengetahui apa yang harus dilkakukannya. 
Dalam implementasi kebijakan perintah yang 
tertuang dalam sebuah kebijakan harus 
disampaikan dengan jelas, akurat dan 
konsisten kepada orang-orang yang benar-
benar mampu untuk melaksanakannya. 
Logikanya jika kebijakan yang di sampaikan 
oleh pembuat kebijakan tidak jelas maka akan 
menimbulkan kesalahpahaman. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
DPMPTSP, BPKD, DISHUB dan Satpol PP Kota 
Sukabumi, dari empat informan tersebut telah 
melaksanakan komunikasi dengan baik. Dilihat 
dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu yang melakukan 
komunikasi dengan mengadakan rapat 
koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna 
menjalakan kebijakan yang ada. Lalu Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi, 
Dinas Perbuhungan dan Dinas Satuan Polisi 
Pamong Praja Kota Sukabumi yang selalu 
mendukung dan membantu agar komunikasi 
berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat 
dibuktikan dengan adanya rapat koordinasi 
yang diadakan oleh Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Sukabumi dengan pihak-pihak terkait 
sebanyak 13 kali selama tahun 2019. Namun 
berdasarkan dari pernyataan Dinas Satuan 
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Polisi Pamong Praja mengatakan bahwa 
mereka tidak mempunyai data-data mengenai 
pihak penyelenggara reklame baik yang telah 
mendapat izin reklame maupun yang tidak 
mendapat izin, sehingga Dinas Satuan Polisi 
Pamong Praja tidak bisa menertibkan 
penyelenggaraan reklame di Kota Sukabumi 
ini. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 36 
tiang reklame berdiri yang di tengah-tengah 
trotoar dan menggagu fasilitas umum.  
Selanjutnya berdasarkan hasil 
wawancara peneliti dengan informan 5 (pihak 
penyelenggara reklame atau pemasang 
reklame di Kota Sukabumi), informan tersebut 
menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 
dengan jelas peraturan daerah Kota Sukabumi 
No 17 tahun 2012 pada bab III tentang 
penyelenggaraan reklame. Yang seharusnya 
peraturan daerah tersebut disampaikan 
kepada penyelenggara reklame  atau 
pemasang reklame di Kota Sukabumi dengan 
jelas agar pelaksanaanya dapat dilakukan 
sesuai dengan peraturan daerah tersebut yaitu 
pemasangan titik reklame seharusnya di sisi 
luar trotoar atau di bahu jalan yang berarti 
tidak seharusnya reklame tersebut berdiri di 
tengah-tengah trotoar. 
Dan terakhir berdasarkan hasil 
wawancara peneliti dengan informan enam 
dan tujuh (masyarakat), mereka merasa 
penyelenggaraan reklame yang berdiri di 
tengah-tengah trotoar mengganggu 
kenyamanan dan keamanan mereka. Namun 
mereka tidak mengetahui harus mengeluhkan 
akan hal tersebut kepada siapa. Dalam hal ini 
seharusnya pemerintah sebagai pelaksana 
kebijakan harus memberikan wadah aspirasi 
kepada masyarakat. Wadah aspirasi tersebut 
digunakan sebagai sarana komunikasi 
masyarakat dengan pemerintah dalam 
pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan 
reklame di Kota Sukabumi dimana pemerintah 
sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat 
sebagai sasaran dari sebuah kebijakan. 
 
SIMPULAN 
Komunikasi antar organisasi dan 
aktivitas pelaksana belum terlaksana secara 
maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari 
ketidaktahuan pihak penyelenggara reklame 
terhadap peraturan daerah Kota Sukabumi No 
17 tahun 2012 pada Bab III tentang 
penyelenggaraan reklame. Jika dilihat dari 
bentuk pelaksanaan koordinasi 
penyelenggaraan reklame di Kota Sukabumi, 
sudah dilaksanakan. Hal tersebut dibuktikan 
dengan adanya rapat koordinasi. 
Faktor pendukung pelaksanaan 
komunikasi Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi 
dalam kebijakan penyelenggaraan reklame di 
Kota Sukabumi adalah dengan adanya rapat 
koordinasi antar pihak yang terkait dengan 
penyelenggara reklame di Kota Sukabumi.  
Faktor penghambat dalam pelaksanaan 
komunikasi Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi 
dalam kebijakan penyelenggaraan reklame di 
Kota Sukabumi yaitu kurang 
dikomunikasikannya data-data 
penyelenggaraan reklame di Kota Sukabumi 
sehingga pelanggaran reklame di Kota 
Sukabumi sulit untuk ditertibkan.  
Saran dari penelitian ini adalah dengan 
membuat Aplikasi Perangkat Komputer (APK) 
yang mampu menggabungkan data-data 
tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan 
Reklame di Kota Sukabumi. Dan APK tersebut 
juga harus bisa menampung aspirasi, masukan 
saran, ide atau gagasan dari masyarakat 
tentang penyelenggaran/pemasangan reklame 
di Kota Sukabumi. 
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